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Naskah Akademik tentang Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten
Kebumen

Naskah Akademik ini mengkaji kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kajian menempatkan pekerja migran
sebagai subjek hak yang harus dilindungi sepanjang siklus migrasi. Urgensinya didasarkan pada
besarnya jumlah warga Kebumen yang bekerja di luar negeri serta masih ditemukannya
perekrutan nonprosedural, biaya penempatan berlebihan, perdagangan orang, kekerasan,
lemahnya pelatihan pra-keberangkatan, dan belum memadainya reintegrasi sosial-ekonomi bagi
pekerja migran yang kembali beserta keluarganya.
Dengan pendekatan yuridis-empiris, dokumen ini menilai peraturan perundang-undangan, data
resmi, serta hasil FGD dan dengar pendapat publik. Kajian menyimpulkan bahwa regulasi
daerah yang berlaku belum mencerminkan paradigma pelindungan menyeluruh sebagaimana
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Arah pengaturan yang diusulkan mencakup informasi
migrasi aman; pelatihan dan orientasi pra-pemberangkatan; verifikasi dokumen; layanan
terpadu; pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi; sistem informasi; penyelesaian sengketa;
pengawasan perusahaan penempatan; partisipasi masyarakat; pendanaan; larangan; dan
sanksi administratif.
Peraturan Daerah diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah kabupaten dan
desa terutama pada tahap sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan. Rekomendasinya
meliputi pembentukan layanan dan satuan tugas pelindungan PMI, penguatan Desa Peduli
Buruh Migran/Desa Migran Produktif, pendampingan keluarga dan anak, layanan pemulangan
serta pemulihan korban, pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan bagi purna PMI, serta
basis data yang terintegrasi. Rancangan disarankan segera diuji publik di wilayah dengan
jumlah PMI terbesar, diikuti pengawasan terhadap aturan pelaksana dan evaluasi keberlakuan
Perda paling cepat setelah tiga tahun.
CATATAN:

Dokumen berupa laporan akhir Naskah Akademik tahun 2025 dan tidak mencantumkan
penandatangan perseorangan.

-

Dokumen sumber berjumlah 67 halaman, termasuk rancangan materi pengaturan dan daftar
pustaka.

-

Sumber berkas: JDIH DPRD Kabupaten Kebumen.-
Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia; pelindungan pekerja migran; ketenagakerjaan; migrasi
aman; reintegrasi; Kabupaten Kebumen.



SUMMARY

Academic Paper on Employment and the Protection of Indonesian Migrant Workers in Kebumen
Regency

This academic paper provides the policy and legal case for a Kebumen Regency regulation on
the protection of Indonesian migrant workers. It treats migrant workers as rights-holders who
require safeguards throughout the migration cycle. The proposal responds to Kebumen's
substantial migrant-worker population and persistent risks such as irregular recruitment,
excessive placement fees, trafficking, abuse, inadequate pre-departure preparation, and limited
social and economic support for returning workers and their families.
Drawing on statutory analysis, official data, focus-group discussions and public consultation, the
paper finds that existing local rules no longer reflect the comprehensive protection model
established by Law No. 18 of 2017. It proposes a local framework covering safe-migration
information, skills training and pre-departure orientation, document verification, integrated
services, legal and social protection, economic empowerment, migrant-worker data systems,
dispute resolution, oversight of placement companies, public participation, funding, prohibitions
and administrative sanctions.
The recommended regulation would clarify the responsibilities of regency and village authorities,
with particular emphasis on prevention before departure and reintegration after return. Proposed
measures include dedicated protection services and task forces, stronger migrant-aware village
programmes, support for children and other family members, return and recovery assistance for
victims, entrepreneurship and financing for former migrant workers, and interoperable local data.
The paper recommends prompt public testing in the main migrant-sending areas, close
supervision of implementing rules, and a post-legislative review after the regulation has operated
for at least three years.
NOTES:

The source is a final academic-paper report dated 2025 and does not identify an individual
signatory.

-

The source document contains 67 pages, including proposed regulatory content and a
bibliography.

-

File source: Legal Documentation and Information Network of the Kebumen Regency DPRD.-
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